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SALINAN

KOMISIPEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIFIAN UMUM KOTA PRABUMULIH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2O24 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf g Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Ta}:rn 2O23 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Pengaturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 11 Tahun 2024 terrtang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahwt

2O23 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

bahwa telah ditugaskannya saudara Audrey Ocha

7-afula, S.H. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral

Komisi Pemilih6l Umum Nomor 1032 Tahun 2025

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2024 pada Subbagian Teknis

b

c

idih. kpu.qo. id/sumsel/prabumulih



d

-2-

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihal

Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Operator

dan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara

Republik Indonesia tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang p6rnilihsl

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O22 tentartg Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tafuxr 2022

Nomor 224, Tambahan [.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentalrry

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82);

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Standar PengeloLaan

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Mengingat 1.

2.

3.

4.
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

L2361 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentang

T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umtrm Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

8261;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahturr

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota fBerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O23 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Pengaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2O24 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota @erita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum @erita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O24 Nomor 7991;
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Menetapkar-r

KESATU

KEDUA

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

lO|HK.O4|OB/2A22 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PRABUMI,'LIH TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN

PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMEI.ITASI DAN

IM'ORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PRABUMULIH.

Menetapkan Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih.

Menetapkan dan mengangkat Sdr/Sdr(i):

1. Nizar Patriot, S.Sos. NIP : 197709062O09021005 sebagai

Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

2. Vemi Prima Tira, S.I.P., M.Si. NIP : 198811182010122003

sebagai Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

3. Audrey Oc}ra Tabela, S.H. NIP : 1998O5O42025062006

sebagai Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih;

4. Sella Aryanti, S.Pd. NIPPPK : l997O9O32O252l2OOs

sebagai Pengelol,a ysaia Sosial Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih;
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Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Prabumulih Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan

Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kota Prabumulih;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH,

YASRIN ABIDIN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Hukum

bodo
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